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Politik identitas etnis adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari didalam masyarakat, apalagi dalam negara
yang multi etnis seperti Indonesia. Politik etnis sendiri sengaja dilancarkan bagi orang-orang tertentu guna
mendapatkan dukungan politik terhadap sesame etnisnya. Berkenaan dengan itu, Pasal 6A ayat 3 Undang-
Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga dari hasil amandemen mengenai syarat terpilihnya Presiden dan
Wakil Presiden Indonesia, memunculkan konsekwensi politik yang berdamapak member peluang besar bagi
etnis tertentu dan menutup kesempatan terpilihnyabagi etnis yang lain menjadi Presiden. Dalam hal ini
apabilaterjadi pergulatan politik etnis sangat menguntungkan bagietnis mayoritas dan sebaliknya sangat
merugikan etnis minoritas. Adapun ketentuan terpilihnya seseorang menjadi Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia sesuai ketentuan pasal 6A ayat 3 UUD 1945 adalah memperoleh suaralebih dari 50% dengan
sebaran sedikitnya 20% (duapuluh persen) suara disetiap provins yang tersebar di |ebihdari ¥ (setengah)
jumlah provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan system pemungutan suaraone man one vote serta Syarat
terpilih sebagaimana dalam pasal tersebut, maka sudah sangat terang menguntungkan etnis Jawa sebagai
etnis mayoritas, pada Pemilu 2009 khusus di pulau Jawa dan Madura sgja persentase pemilih etnis Jawa
sebesar 59.87% belum termasuk di pulau-pulau lain di Indonesia. Dari uraian diatas penulis berpendapat
bahwa untuk menjaga harmoni dalam keragaman etnis bangsa Indonesia, maka seharusnya memberikan
kesempatan yang sama bagi seluruh etnis dalam mencapai puncak kekuasaan politik, yaitu menjadi Presiden
Republik Indonesia, dengan cara amandemen UUD 1945 khususnya pasal 6A ayat 3 mengenai sebaran suara
20% diganti menjadi 50%+1setiap provinsi lebih dari ¥z (setengah) provins di Indonesia.

<hr><i>Ethnic identity politicsisadifficult thing to avoid in society, especially in a multi-ethnic country
like Indonesia. Ethnic politicsitself deliberately waged for certain people to gain political support for one
another ethnicity. With regard to that paragraph 3 of Article 6A of the Act of 1945 the results of the third
amendment of the amended terms on the election of President and Vice President of Indonesia, raising the
political consequences berdamapak provide great opportunities for certain ethnic and closing opportunities
for other ethnic election as President. In this case the ethnic political struggleis very beneficial for the ethnic
majority and ethnic minorities are otherwise very detrimental. The provisions of the election of a person to
be the President and Vice President of Indonesiain accordance with paragraph 3 of Article 6A of the 1945
Constitution was to obtain more than 50% with a spread of at least 20% (twenty percent) vote in every
province in more than ¥z (half) number of provinces Indonesia. Using a voting system one man one vote and
elected terms asin the article, it is very bright as ethnic Javanese favorable majority in the 2009 electionsin
the island of Java and Madura a percentage turnout of 59.87% Javanese island does not include-other islands
in Indonesia. From the description above authors argue that in order to maintain harmony in the ethnic
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diversity of Indonesia, then it should provide equal opportunities for all ethnic groups to reach the summit of
political power, which isto become President of the Republic of Indonesia, by way of amendments to the

1945 Constitution, particularly Article 6A paragraph 3 regarding the distribution of sound 20 % changed to
50% +1 every province more than %2 (haf) of the provincesin Indonesia.</i>



